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BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menirnbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemeriptah Nomor 18
Tahrrn 2016 tentang Perangkat Daerah'tetah ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah,

b. bahwa berdasarkan pasal 3 huruf e angka 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah ditetapkan bahwa Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah tipe B,

c. bahwa untuk mewujudkan struktur organisasi perangkat
daerah yang elisien dan efektif, diperlukan penataan
kembali s\tsunan perangkat daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian,
pendidikan, dan pelatihan yang disesuaikan dengan
kebutuhan, kemampuan daerah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,' d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedu-dukan, Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Repubik
lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor LT Tahun 2OOg tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO3 Nomor
4T,Tambahan Lembaran Negara Nomor a2861;

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2OOg tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di provinsi
Sumatera Barat (I-embaran Negara Tahun 2OOg Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Nomor a}aSl;



t-

m;ltam:

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2OO4
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor aaSQ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
lndonesia Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
frmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5.49a1;

8- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang Perubahan'Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarnbahan Lpmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 201^4 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indnesia Nomor 56O9);

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

f 1., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA..
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

lh kr:ahran Bupati ini yang dimaksud dengan:
L kintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;g. fuisti arlalah Bupati Pasaman Barat;
& Ackmis daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
{' Erdan nrlalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

fqm*in Kabupaten Pasarnan Barat;



5.

6.

7-

8.

9.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah
badan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan
'pelatihan;
Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala
sub bidang adalah kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub
$agian, dan kepala sub bidang pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat;
T\rgas dan fungsi adalah tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat;
Uraian tugas adalah uraian tugas unit eselon terendah pada unit
Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasaman Barat;
Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pasaman Barat.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Keduduk4n

Pasal 2
Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia merupakan
unsur penunjang tugas bupati di bidang pengelolaan kepegav[aian, pendidikan,
rran pelatihan;

Bagran Kedua
Susunan Organisasi

PasaI 3
(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat ;

1. Sub Bagian Umum; dan
2. Sub Bagran Program dan Keuangan;

c. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
1. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun ASN;
2. Sub Bid,ang Mutasi ASN; dan
3. Sub Bidang Kepangkatan ASN;' d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir ASN;
l. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir ASN;
2. Sub Bidang Disiplin dan Pembinaan ASN; dan
3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

e. Bidang Data dan Kesejahteraan ASN;
1. Sub Bidang Data dan Dokumentasi ASN;
2. Sub Bidang Penilaian Kineda dan Penghargaan ASN; dan
3. Sub Bidang Kesejahteraan ASN dan KORPRI;

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e,
oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan

bertanggungiawab kepada kepala badan.
(3) Bagan susunan.organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 merupakan
bagan yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.



BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4fcpegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai

di bitlang kepegawaian dan pe-ngembangan 
"",,,oJG" Tffi

pasal S

ffi:lS-31f1IIT:"pT"j-"T dim-aksud pada pasal 4, Badan
ffi3,, pengembang"" s"i,i", il"v"' nu""i,"rI;:,ffii,:# ;iltr

krm.*n kebliakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembanganhlhcr Daya Manusia;
u Herian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditrt'lFrgumsan kepegawaian dan pengembangan sumber Daya Manusia;" ku'naan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan[hgEmbangan Sumber Daya Manusia;
" [nrrrilr:rna dan.mengupayakan,peningkatan disiplin, kinerja dedikasi,pntrtas dan kejujuran"p;g;*;;;am fi ngkungan badan;' ku.'ntq-*r. r'r sumberraya y*g ada-dalail- [t*"rrr"an tugas_tugashh scsuai dengan peraturan perqndang_undangan berlaku;x'liblEn terjasama g..*ul 

"ft".-tr."""i pe;aa daerah dan r,instansimaftd r.mtrk kepentingai badai daJam dr"r"ir. pelaksanaan tugas;

ffi 
fungsi taI" y"ng aib".il."r, or"r, "t""* sesuai dengaii tugas

BAB IV
BIDANG TUGAS

Bagran pertama
KEPALA BADAN

+rr Eeeesawa:T or,, o..rorrffi p:*b.l Daya-Manusia dipimpin

Fffi ,-ff.ffi "?::ffi.ffi;*:*'ffi 
ff;i".,u..t".,ss,;s':lo,"u

ry- harlan memprrnyai tugas sebagai berikut:r" hbanhr kepara o".r"fr J"r"* melaks.nakan kewenangan d,i bidangL-rrlr^w-ian 
1"" pengembangan sumber Daya Manusia, meriputirEcncanaan dan pemmus€rn kebiiakan aaerrr, serta **"rr*.,Fogram di bidang kepegawaian daerah; vv'J*D,

L raimpin, mengoordinasikan, mengendarikan serta mengawasi semuahgiatan badan kepegawaian dan pengembangan sumber dayalnqnUsi+
e r'ernherika, data dan informasi mengenai .kepegawaian danpg,obangan sumber daya manusia 

"""t, memberikan saran dangrtimbangan kepada atasan sebagai bahan untuk menetapkantctijakan;
d- Ieogpsulkan 

i:*1r: pejew drT jabatan terrentu di lingkungan
m3-=111:o.*" fas.ar,nan Barat u".a""*t'ul' ";il;:#
eerunAang.undangan yang berlaku;
rerumuskan peningkatan kinerja pegawai dan penegakkan disiplin;



f felaksanakan teknis administratif dan fungsional, ketatausahaan
hadan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta
pemufuaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;

T Uclaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
trrBas-

Bagran Kedua
SEKRETARIAT BADAN

Pasal 7
ffi Seketariat dipimpin oleh seorang sekretaris berada di bawah dan

bcrtangung jawab kepada kepala badan;
mU sckretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam

r*=r8oordinasikan rencarla dan program (KUA ppAS, RKA, dal DpA) dan
I'qrelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu dan tugas- tugas
adrninistratif di lingkungan badan.

Pasal 8
U[,m,ak rrrelaksamakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) sekretarisnl--'f'nyai fungsi:
ar Iqoordinasikan pen]rusunan rencana dan prograrn badan;
L" ur*rgoorrinasikan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
f- lle.*gelola administrasi surat-men5rurat, kearsipan, keplgawaian,

plengkapan dan asset serta urusan rumah tangga badan;
d- koBelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencarla anggaran,

pemtrutuan, pertanggungiawaban dan laporan keuangan;
a llGmPersiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan badan secara

btr*ala sebagai pertanggungiawaban tugas pada atasan;
ffi r -vusun draf rancangan peraturan daerah bidang kepegawaian dan

reembangan sumber daya manusia;
P tdaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

qEasnya.

Pasal 9
ffi Seketariat badan membawahi:

a- Sub Bagran Umum; dan
b- Sub Bagian Program Keuangan;

f;[ fub bagian sebd.gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
@impin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung
ry,ab kepada sekretaris badan.

till tub Bagan Umum dipimpin ,t:ff*jrLg kepara sub bagian yans berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris;

[U re"ala sub Bagran umum mempunyai trrgas melakukan urusan
a'rlrninistrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian monitoring dan
eraluasi pengukuran kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Fengembangan Sumber Daya Manusia.

try Uxaian tugas Sub Bagian Umum:
a- Menglrimpun dan mempetqjari peraturan perundang-undangan di

bidang urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c-

Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan bidang urusan umum dan kepegawaian sebagai pedorian
pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuli pernecahan
rnasalah;
Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau fiand.ard
AperatittgProsedure (SOP); ?r"l l-,,r,,. i, r .ir.l ,,.:l.,_.r r n.

b.



lEEG*@t

bahan pemmusan penyusunan program dan perencanaan
LUSllIr Umum;

pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi
rf-rnes dan tata kearsipan 1ainnya;

rerrcana kebutuhan alat perlengkapan kantor dan
alat lrrlengkapan kantor;
rl*n mengatur urusar kebersihan dan pekarangan kantor;

penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan
mrufiD, @rotokolan dan acara resmi lainnya;
EErytam bahan kelengkapan administrasi kepegawaian meliputi
ffi tsrraikan pangkat,promosi jabatan, pindah, pensiun dan lain-
EE
h'rola anlrninistrasi kepegawaian Badan Kepegawaian dan
hdangan Sumber Daya Manusia meliputi pengurusan berkala,
!t hr pegawai, kartu isteri, kartu suami, tabungan asuransi
lqtrer negeri, asuransi kesehatan, sPT tahunan, sKp, sKpp dan lain-
&
f!ryiryken dan men ata file pegawai, bezctting dan DUK pegawai
Eq
Eryitry&an bahan pembinaan dan disiplin pegawai badan;
ffi inventarisasi dan mengatur pemakaian alat perlengkapan
hq
, maLrn pengadaan bangunan dan perlengkapan kantbr serta
nmaan bangunan dan alat perlengkapan kantor;

'f a pelaksanaan pemakaian ruangan dan jaringan computer
ffifesf,(cAT);
F:Er*rrlkan penghapusan barang inventaris yang tidak efektif dan
ftE
Edmnsiliasi dan membuat laporan aset bulanan, triwulan, semester

l&rnan sesuai dengan peratrrran;
hlalrrasi. dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungiawaban

tr para atasan;
Hrlran:rkan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
E+

Pasal 1 1

HFn Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub
lrrng berada di bawah dan bertanggungiawab kepada sekretaris;

Hlle srb Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan
5'ift,si keuangan dan pelaporan keuangan serta mempersiapkan
Er, pedoman, dan petunjuk teknis dan penyusunan laporan kegiatan
h tinerja Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber Daya
kl*ia
[L&n trltsos Sub Bagian Program dan Keuangan:
1 rcngFirnprrn dan mempelajari peraturan perundang-undangan

rtEtil^ng program dan keuangan sesuai dengan bidang tugas;
L Icryiepkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau stand.ard,

Wafrng hosedure (SOP);
G- rr-rginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan

dprgan bidang urusan program dan keuangan sebagai pedoman
odaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
rnasalah;

N
NrIr
t:

5l

\



d- Menyiapkan bahan perumusan pen)rusunan program dan kegiatan di
bidang urusan program dan keuangan;

e- Lfen5rusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan
badan (Renja);

I Meo5rusun Rencana umum pengadaan (RUp) tahunan, pra RKA, RKA
dan RKA perubahan tahunan badan sesuai dengan usulan masing-
rrresing bidang;

* ldenyiapkan bahan penJrusunan DpA dan DppA badan;
h- Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka men)rusun laporan

pelaksamaan kinerja Badan secara berkala yang merupakan kewajiban
badan seperti : LAPKIN, LKPJ, LppD, e-Monev, TEPRA dan lainnya;

i- Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan badan dan
perbendah araan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

j- Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
€rnggzrran badan;

k- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan
dan pengelola keuangan;

L Memproses pencairan dana untuk membuat SPP yang telah disetujui
kepala badan;

rn Membuat dafta-r permintaan gaji, gaji susulan dan berbagai jenis
kekurangan gaji, tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja, uang
rnakan ASN dan penghasilan sah lainnya;

rL Menyiapkan ba}frn dan melaksanakan rekonsiliasl atas realisasi
pendapatan dan belanja dengan BUD setiap bulan untuk dituangkan
dalam berita acara rekonsiliasi;

o. Melaksanakan akuntansi/ pembukuan dan men]rusun laporan
semester laporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan y ar,g berlaku ;

p- Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungiawaban
tugas pada atasan;

q- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Bagtan Ketiga
BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI ASN

Pasal 12
{1} Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dipimpin oleh

kepala bidang yang berada di bawah darr bertanggung jawab kepada kepala
badan melalui sekretaris badan;

p| Kepala Bidang Pengadaan..dan Mutasi ASN mempunyai tugas berkaitan
dengan Perencanaan, Pengadaan dan Mutasi ASN.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Bidang
Fengadaan dan Mutasi ASN mempunyai fungsi sebagai berikut:
a^ Men5rusun rencana kegiatan Bidang pengadaan dan Mutasi ASN;
b- Mendistribusikan, memantau, mengoreksi, mengawasi, dan

mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan agar berjalan lancar;

c. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas untuk
menghindari kesalahan;

d. Mengoordinasikan pen)msunan rencana dan pengad,aan ASN di
lingkungan pemerintah Kabupaten pasaman Barat.

-F)
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penetapan pensiun ASN dan penetapan perpindahan
hrpaten;

penetapan kenaikan pangkat ASN kabupaten menjadi
ruEulg I.b sampai dengan III.d;

laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang pengadaan dan
ASN dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

il bahan perumusan kebijakan;
fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

trgas dan fungsinya.

Pasal 13
&agadaan dan Mutasi ASN terdiri atas:
Itsdang Pengadaan dan Pensiun ASN;
I$dang Mutasi ASN; dan
[Edang Kepangkatan ASN.

Eilnng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan
c dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan

jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN.

Pasal 14
Pengadaan dan Pensiun ASN dipimpin oleh seorang kepala sub

yang berada di bawah dan bartanggungiawab kepada $epala Bidang
dan Mutasi ASN; t

ffiang Pengadaan dan pensiun ASN mempunyai tugas menyiapkan
pedoman dan petunjuk teknis perencana€rn, pengadaan ASN,
penetapan Nomor Induk Pegawai (NIp) dan pelaksanaan

calon ASN daerah serta menghimpun dan mengolah data
pensiun.

h argas Sub Bidang Pengadaan dan pensiun ASN:
rcoyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau stondard
Wratfuig Pro s edure (SOP) ;
renghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan
ffiidang pengadaan dan pensiun ASN sesuai dengan bidang tugas;
rerrmuskan kebijakan perenc€rnaan, pengadaan, pemberhentian dan
1-nsiun ASN;
xenginventarisasi dan mengolah data dan informasi berkaitan dengan
tidang urusan perencanaan, pengadaan dan pensiun ASN sebaga.i
pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk
lremecahan masalah;
lf,enyiapkan bahan perumusan pen)rusunan prograrn dan kegiatan di
tidang urusan pengadaan dan pensiun;
lflen5rusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk
pelaksanaan pengadaan ASN ;
Membuat laporan pemetaan ASN;
Menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK kabupaten;
ilengusulkan penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIp);
ilelaksanakan pengangkatan ASN di lingkungan kabupaten;
Mengusulkan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian;
Mengusulkan penetapan pensiun ASN Daerah;
Menetapkan pensiun Atas Permintaan sendiri (Aps) ASN golongan III/d
ke bawah;

e
t
L.
L
i
L
L



m- Mengusulkan penetapan pensiun Atas Permintaan Sendiri (ApS) ASN
, golongan IV/a keatas;
n. Mengoordinasikan pelaksanaan adminstrasi pemberhentian;
o- Memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
p- Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan, pengadaan,

pemberhentian dan pensiun sebagai pertanggungiawaban kepada
atasan;

r' Melaksanakan tugas latn yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.

pasal 15
(1) sub Bidang Mutasi ASN dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi
ASN.

{2) sub Bidang Mutasi ASN mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman,
petunjuk teloris terkait mutasi ASN.

{3) Uraian tugas Sub Bidang Mutasi ASN :

a' Menlapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard
Op e rating Pro s e dure (S O p) 

;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan

dibidang mutasi ASN sesuai dengan bidang tugas;
c' Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan

dengan bidang urusan mutasi ASN sebagai pedoman ir"t.t "r..* tugas
serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. Menyiapkan bahan perumusan penJrusun.rn program dan kegiatan di
bidang urusart mutasi ASN;

e. Menetapkan perpindahan ASN kabupaten;
f' Menyiapkan rekomendasi melepas dan menerima ASN dari dan keluar

kabupaten;
g' Menetapkan pengangkatan, pemberhentian dan pembebasan sementara

ASN dalam jabatan fungsional;
h. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan

pertanggungjawaban kepada atasan;
mutasisebagai

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
tugas.

sesuai dengan bidang

r

F

(u

{21

(3)

Pasal 16
sub Bidang Kepangkatan ASN dipimpin oleh seorang kepala sub bidangyang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang
Pengadaan dan Mutasi ASN.
sub Bidang Kepangkatan ASN mempunyai tugas menyiapkan bahan,
pedoman dan petunjuk teknis penetapan kepangkatan ASN daerah.
Uraian tugas Sub Bidang Kepangkatan ASN:
a- Menyiapkan pedoman pelaksana€u:r. tugas dan kegiatan atau stand.ard"

Operating Prosedure (SOp) ;
b. Menghimpun dan mempel4iari peraturan perundang-undangan

dibidang kepangkatan ASN sesuai dengan bidang tugas;
c. Menginventarisasi dan mengorah data dan inforrnasi yang berhubungan

dengan bidang urusan kepangkatan ASN sebagai pedoman
pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;



&

G

f,ilrhrykan balran perumusarl pen)rusunarl prograrn dan kegiatan di

H rrtrsan kePangkatan ASN;

mrypn t enatal pangkat ASN kabupaten menjadi golongan I/b

. qidcngan III/d _^.._,-^+ ^aN 
. 

rdi
nlrE'Elkan penetapan kenaikan pangkat ASN kabupaten menJs

;trn ruang IV/a samPai dengan IV/e;

ffi1fnilran penetapan pencantuman gelar ASN;

tffi@n penetapan peninjauan masa kerja ASN;

.HEnhlasidanpela.porankegiatankepangkatanASNsebagai
FCg*giawaban tugas kePada atasan;

ffi-*nakan trg"" fjn y"ttg diberikan atasan sesuai dengan bidang

HlE
Bagian KeemPat

EDANG PEMBINAAN O"NN PBNCBTUBANCAN KARIR ASN

' Pasal 17

nEFembinaandanPenge*u"1e3-[T:]::i*Tlii:.:*ii"#:ffi ,ffi ,?T,:il;##;ff#;";;-u".""eg""gi"*,ukepadakepara
png kmbinaai-a"r, p.t g"mbangan Karir ASN mempunyai lugas yang

ffin dengan-pembin..ri a.rl pe-ngembangT, k-- ASN;

h -",,y.t"r,s#il;-.,,.*;" "Ju"g""i*"f" {tq*sud pada pasal 18 avat

mf tnune pembfraan dan Pengefi;g"" Karir ASN mempunyai fungsi:

,.- lgtyerenggaiik; pembinaan;;- pengendalian man'ajemen ASN

LabuPaten;
b- Icryelenggarakan pengembangan kar{ Ol*t
c- Ienyelenggarakan pendidikJn-dan pelatihan (diklat) serta bimbingan

triknis (bimtek) ASN;
|Llt&ksarrakanfungsilainyarrgdiberikanolehatasansesuaidenganbidang

t "gas dan fungsinYa-

Pasal 18

m rElang Pembinaan dan Pengembangan X1nr ASN'membawahi:

o- suu eiaangT"i;""""i a"tt PJngemb-angan Karir ASN;

h- Sub Bidan! bi"iptitt dan Pembinaan ASN; dan

c- Sub Bidan! F""aia*"t' dan Pelatihan (Diklat)',

E $$ bidang sibagaiman" di'";J; p"a" ayat (1) huruf a' huruf b' dan

hurufcdipimpinolehkepal"""ubia"',e-v".gberadadibawahdan
bb"t tggu"a jawab kepada kepala bidang'

Pasal 19

tU Sub Bidang Perencanaan dan Penge*,bqF-"" Karir ASN dipimpin oleh

ssorang kepala sub bidang y"";;;;a dlbawah {qn bertanggungiawab

kepada r"pur*JeiJut'; P;*6i""; dan Pengembangan Karir ASN;

trl sub Bidang ilr*rri"", dr. p"il"*ban;^. Y.. ASN mempunyai tugas

melaksanakan bidang p"'""u'^'idan pengembangan karir ASN'

F| Uraian trrgas-Sub giJane p",",,""',",o dln eengembangan Karir ASN:

a- Menyiapkan pedoman p.fJ"** tugas Jan kegi-atan ata.o S'tan'dard

OPeiattng Pro sedure (SO$ i
b. r*r".gt #irrl:#' ;;;#iaid peraruran perundang-undangan bidang

. p.r"rr""tt^u"* dan penge#;;; t*it asn sesuai dengan bidang

c. ffSi}rr""tarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan

dengan bidang uru-sqn pL?""""""* dan pengembangan karir ASN

sebagaipedomanpetaksanaantugassertamlnyilptanbahanpetunjuk
Pemecahan masalah;

10



d.Menyiapkanbaharrperumusanpen)rusunanprograrndankegiatandi
bidang r.tr"* ptitt'"*""ttdan pengeTb?tq"i karir ASN;

'e. Mengumputt<anl *tt'g"'uli"t a"t" kebutuhan perencarlaan dan

pengembangan karir ASN;

f. Menyiapkan u"rr* kooriinasi dengan unit.kerja atau instansi terkait

sesuai dengan bidang trrgasnya dJam rangka kelancaran pelaksanaan

s. ff:Iixlour. pengangka,r' qr, pemberhentian ASN dalam jabatan

(JPI, administrator, Pengawas);
h: Menyiapk", ;;; setefsi terbuka jabatan pimpinan pratama tingkat

kabupaten; r :1-- ^----^L ^^i^l-ar nimr'
i.Melaksanakanpelantikandanpengambilan,sumpahpejabatpimpinan

tinggr pratama, "d*itti"ttator 
dan pengawas/ setingkat;

j. Memfasilita"i*p.rJ"""""" seleksi .lauatan pimpinan tinggr pratama

secara terbuka; dan mutasi jabatan
k.Memfasilitasipelaksanaanrotasi,promosl

admistsasi dan Pengawas;
1. Menetapkan p"ilU#"" izin belajar dan tugas belajar ASN;

m. Menetapkan iekomendasi mengikuti tes tuq11-l;tajar;

n. Melaksanak;;jt"" dinas aan-u3ian penyesuaianijazah' bagi ASN;

o. Memfasilitasi penyelenggaraan 
-p"r..i-"arr ialon mahasiswa sekolah

tittggt ikatan dinas;
p. Meig.t aluu.si dan melaPorkanr- p".,i.-U"tgan karir ASN sebagai

kegiatan Perencanaan dan
p".t^ttggrngjawaban tugas kePada

(1)

(2\

atasan;
q.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehatasansesuaidengan

bidang tugas.

Pasal 20

SubBidangDisiplindanPembinaanASNdipimpinolehSeorangKepalaSub
Bidang yang U..^a" aiU"*"ft dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang

F.*Uil""urrtan Pengembangan Karir ASN; 
rkan-sru 

uia"rg disiplin" dan pEmbinaan ASN mempunyai tugas men][al

batran, pedoman ar. p""itiuk teknis terkait penyelenggaraan pernbinaan

dan pengerra"ri"" *"ir4iernen ASN serta menyiapkan bahan pembinaan

danpengendalianataspelaksanaanperaturanperundang-undangandi
bidang kePegawaran'

(3) U;; tulal sub Bidang Disiplin dan Pembinaan ASN:

a.Menyiapkanpedomanp-elaksanaantugasdankegiatanata:uiston.dard
aPeraing Prosedure (SOP) ;

b. Mengtrimp#"J"" *l'*#i":ari peraturan-p:fi::8-undangan bidane

;;iflilJ."p:mb:n?anASN::,"f 9:.1s1:t*i:*u3":c. fr:f#":;#t"";;i'd"' ;;gsorah d?a ry i"::x'11':"^*":-1"ST
ffiril';.il"n " 

ar,pri" d; Pimlinal-- -lsl^*-":li-***1"1Tl1Dlqa'='| L*LrDar 
>kan bahan pefunjuk pemecahan

pelaksanaan tugas serta' menlnatr

d.
masalah;
Menyiapkanbahanperumusanpen]rusunallprogramdankegiatandi
;iJ& "."san 

disiplin dan pembinaan ASN;

ni"G?pr.^" bahandisiplin dan pembinaan ASN; 
.-L^z{iran nFoAr,A

il;&i;ilp"n dan- mengotah aata. laporan qst"r kehadiran pegawal

*""it g-*asing unit kerja untuk selanjutnya diproses;

Pembinaan pengendalian manajemen ASN;

i,I;;;;1.;sg;rt"" "iaut'g 
majelis pertimbangan pegawai;

M elaksanak"r, p""V""^f 
" ""i* li*"r"i-k""us pelan ggar3n di siplin AS N ;

Menerbitkan "rt"i'i"it' 
pernikahan dan izin perceraian ASN;

Menetapkan *"rrii*i t.ito*an disiplin AsN sesuai dengan peraturan

e.
f.

ob'
h.
i.
j.
k.

yang berlaku;
t. {ff"?Xiliil"i dan pelapg.*, kegiatan disiplin dan pembinaan ASN

;;;;; a"t*"esuns j"*aban !us3s 
kepada i9:T: i

"r. 
ir;;:#;;tr;il; vane arueir<an ti""u" sesuai dengan bidane tusas'

11
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Pasal 21
ffi ffi pr.ng Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dipimpin oleh seorang kepala* 5 ridang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

frgkmbinaan dan Pengembangan Karir ASN;
S pt-n* Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) mempunyai tugas terkait
frean kebutuhan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan
.h t -ihan struktural, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan

t -ihan teknis serta bimbingan teknis ASN badan;- I s Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat):
hyerpkan pedoman pelaksanaan
Wing Prosedure (SOP);
kEhirnpgn dan mempelajari
rEhirlang pendidikan dan pelatihan
@as;
rrrrgrrrventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan
fugan bidang urusan diklat sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta

e-.yiapkan bahan petunjrrk pemecahan masalah;
Ienyiapkan bahan perrrmusan pen1rusunan program dan kegiatan di
bfolang urusan diklat;
Xenyiapkan rencana kebutuhan diklat ASN kabupaten;
llelaksanakan masa orientasi tugas untuk CPNS;
Xenghimpun data pelaksanaan diklat, bimtek, sosialisasi, seminar dan
sejenisnya dari SKPD;
ilengusulkan penetapan akreditasi lembaga diklat kabupaten;
Melaksanakan dan mengirimkan peserta untuk diklat kepemimpinan,
bimbingan teknis, kursus dan sosialisasi ASN; i

-t Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan diklat sebagai
Ircrtanggungj awaban trrgas kepada atasan;

t- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Bagian Kelima
BIDANG DATA DAN KESBJAHTERAAN ASN

Pasal22
[[ Bidang Data dan Kesejahteraan ASN dipimpin oleh seorang kepala bidang

yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada kepala badan melalui
sekretaris badan;
Bidang Data dan Kesejahteraan ASN mempunyai tugas berkaitan dengan
data ASN, dolnrmentasi dan status ASN, kes,ejatrteraan ASN dan KORPzu.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala
B" idang data dan Kesejahteraan ASN mempunyai fungsi sebrgai berikut:
a- Menyelenggarakan pemutakhiran data ASN kabupaten;
b. Menata dokumentasi ASN kabupaten;

Penetapan Kelengkapan identitas ASN;
Merencanakan dan mengkoordinir kegiatan penilaian kinerja dan
pengfuargaan ASN;

41. Melaksanakan kegiatan KORPRI;

B Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan\ bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23
(1) Bidang Data dan Kesejahteraan ASN membawahi:

a. Sub Bidang Data dan Dokumentasi ASN;
b.' Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN; dan
c. Sub Bidang Kesejahteraan ASN dan KORPRI.

(2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan
huruf c dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada kepala bidang.

tugas dan kegiatan atau Standard

peraturan perundang-undangan
(diklat) ASN sesuai dengan bidang

t
e
f,.

t
h-
i-

@D

G3l

c.
d.

12



(1)

(21

(3)

pasal 24
sub Bidang Data dan dokumentasi ASN dipimpin oreh seorang kepala sub
lidangyang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada rEpJiEia""g
Data dan Kesejahteraan ASN;
sub Bidang Data dan dokumentasi- ASN mempunyai tugas menyiapkanbahan, pedoman dan petunjrrk teknis terkait p"rgot.rr* aita'aan
dokumentasi ASN.
Uraian tugas Sub Bidang Data dan dokumentasi ASN:a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau stand,ard.

Operating Prosedure (SOp) ;

_ dibidang data dan dokumentasi ASN sesuai dengan bidang i"g"i-b. Menginventarisasi dan mengorah data dan inforriasi yangi..fiJdrrrg"r,
dengc.n bidang urusan data dan dokumentasi ASII seiagai p"Jo*.,
pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk peme"arr"r,
masalah;

I Menyiapkan kelengkapan lile kepegawaian kabupaten;1- Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan data ian d,okumentasi ASNsebagai pertanggungiawaban kepada atasan ;m- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denganbidang tugas.

pasal 25
sub Bidang Penilaian Kinerja dan penghargaan ASN dipimpin oleh seorangkepala sub bidang yang berada ai uawanlan bertanggung jawab kepada
[.prl" Bidang Data dan Kesejahteraan ASN;
Sub Bidaag penilaian Kineda dan penghargaan ASN mempunyai tugasmenyiapkan bahan, dokumen, petunjuk tJtnis penilaian^tirr.ria- aa,penghargaan ASN;
uraian tugas sub Bidang penilaian Kinerja dan penghargaan ASN:a. llenleapkan pedoman pelaksanaan tugas aan legiitan atau stardardOpeiating prosedure 

1S<ie) ;b. Menghimpur . g* - .mernpelajari peraturan perundang-undangan
dibidang penilaian kinerja- dan penghargaan Asnr 

"""Ir"i a".rg",bidang tugas;
c- Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan

dengan bidang urusa.n peniiaian kinerja aan pen!n*g"i, esN sJasaipedoman pelakscnaan tugas serta menyiapkin u"t "r, p.to.r;rrt
pemecahan masalah;

Menyiapkan bahan perumusan penJrusunan prograrn dan kegiatan dibidang urusan data dan dokumentasi aSN;
Melaksanakan pemutakhiran data ASN kabupaten;
Melaporkan dan mengevaluasi data ASN kabupaten;
Men5rusun DUK dan Bezetting ASN kabupaten;
Mengelola, mengembangkan dan pemelih-araan website ;Mengelola dokumentasi dan arsip ASN kabupaten;
Mengelola e-tata naskah kepegawaian kabufaten;-
Menyiapkan us,Ian penerbitan identitas ASm, rneliputi KARIS, [<ARSU,KARPEG; !

Menyiapkan bfr"t perumusan pen)rusunan prograrn dan kegiatan d,i
!id*g urygan penilaian kinerja dan pengh"rg""rr"eSf,l;
{engkoordinir kegiatan penilaian tinlr:a aSU;
Mengevaluasi hasil penilaian kinerja eSN;
Memverifikasi dan mengkoordinasikan usulan pemberian penghargaan;
Mengusulkan penetapan pemberian pengh*g"", ASN;
Menghimpun data SKp ASN kabupaten;
Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan penilaian kinerja danpenghargaan ASN sebagai pertanggungiawaba; tugas kepada 

"t""rrr; 
-'

Melaksanakan tugas lain yang aiueritan oleh artasan sesuai denian
bidang tugas.

$
V

d.

e.
f
g.
h.
t
j.

k.

F

I

I
I

h

I
I

!

r
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(1) Sub Bidang Kesejahteraan ASN"#rffi*RI dipimpin oleh seorang kepala
'sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Data dan Kesejahteraan ASN;

(2) Sub Bidang Kesejahteraan ASN dan KORPRI mempunyai tugas menyiapkan
bahan, pedoman dan petunjrrk teknis terkait pengurusan kelengkapan
identitas pegawai dan KORPRI.

(3) Uraian tugas Sub Bidang Kesejahteraan ASN dan KORPRI:
a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard

Operating Prosedure (SOP) ;

b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan bidang urusan kesejahteraan ASN dan KORPRI sebagai
pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

c. Menyiapkan bahan perumusan pen5rusun€rn program dan kegiatan di
bidang urusan kesejahteraan ASN dan KORPRI;

d. Mengusrrlkan crrti pejabat pirnpinan tinggi pratama dan izin cuti
Haji/umroh;
Mengusulkan penetapan pemberian JKK, JKM ASN;
Menghimpun, mengelola penggunaan i5ruran KORPRI kabupaten;
Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuarr hukum dan soui.rl;
Pengoordinasian, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan KORPRI
Kabupaten Pasaman Barat

i. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan kesejahteraan ASN dan KORPRI
sebagai pertanggungiavraban tugas kepada atasan;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesu4i dengan
bidang tugas.

Bagran Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasa727
[1) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat

dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai wilayah kerja
satu atau beberapa kecamatan;

(2) UW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui
sekretaris badan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat;

[3) Pembentukan UPT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia akan diatur kemudian sesuai dengan kebuhrhan dan ditetapkan
dengan peraturan bupati;

[4] UPT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Maausia terdiri
dari kepala UPI, Kasubag Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional.

Bagran Kehrjuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28
(1) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia memprrnyai tugas melal<r.kan
kegiatan teknis fungsional di bidang pengelolaan barang milik daerah;

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dipimpin oleh Seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui
sekretaris badan.

$
\#

e.
f.
g.
h.

t4



BAB V
TATA KERJA

Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi Badan

["p.g"*"i.o dan PengembLgan Sumber Daya Manusia wajib menerapkan

;;";p koordinasi, intigrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-

masing rraupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah

".rt" 
fu.gao instansi tain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas

masing-masing-

Pasal 3O

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan
' ' Pengimbangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat

bertangung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-

masinfdan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan

satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
terjadi penyimpangan agar mangambil langkah-langkah
sJsuai- dengan peraturan perundang-undangan yang

t\

N
NaJ:E\<\a>

J'

,
1

t

tugas.
(2) Setiap PimPinan

masing dan bila
yang diPerlukan
berlaku.

(31 setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
'-' p"h;j.ri dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 31
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kepegawaf,an dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggungiawab kepada atasan masing-masing dan

menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya'
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di

lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia

dari bawatrannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai

bahan untuk penJrusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk kepada $awahannYa.
(3) Dalam Inenyarnpaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan

laporal wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peratrrran Bupati
pasaman Barat Nomor 42 Tahun 2OL4 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
serta Uraian T\rgas Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

t5



rr Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

1l

Agarsetiaporarrgdapatmengetahuinya,memerintahkanpengundangan
peraturan Bupati ini dengan p..E*p",.rr".,y" dalam Berita Daerah Kabupaten

Pasaman Barat'

Ditetapkan di SimPang EmPat

[rJ" t"t gg.l ?6 
^,November 

2o16

Diundanglan di SimPang EmPl! 
-;;A tanfoal k November 2016

' spnnglarus DAERAH
KABUPATENPASAMANBAKA*T

a

MANUS HANDRI

tuN'2ot6 NoMoR -?9
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